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Abstract: This study is a baseline study that presents an overview of some of the factors that 
affect the application of policies of inclusive finance in North Sumatra. In this study the authors 
conducted a descriptive study of the total population, the number of productive population, the 
number of bank branches in North Sumatra and North Sumatra GRDP in the period 2010 to 
2013. It is known that the number of people in North Sumatra in the period of observation has 
increased, but experienced reduction in the workforce. If seen from the data that reflected the 
local revenue of the value of GDP then an increase in revenue in North Sumatra, but not too big. 
While other factors measured were the number of bank branches operating in North Sumatra in 
the period of the study data showed that there was a significant increase over the number of bank 
branches operating in North Sumatra. This means that in terms of factors of population, income 
and branch offices in North Sumatra have been quite supportive of the application and 
implementation of better towards inclusive finance in North Sumatra. 
Keywords: inclusive finance; labor force; gross domestic regional product; banking service 
JEL Classification: G32 
Abstrak: Studi ini merupakan kajian dasar yang mennyajikan beberapa gambaran sebagian 
faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan inklusif keuangan di Sumatera Utara. 
Pada studi ini penulis melakukan kajian deskriptif terhadap jumlah penduduk, jumlah penduduk 
produktif, jumlah kantor cabang bank di Sumatera Utara dan PDRB Sumatera Utara dalam 
kurun waktu 2010 sampai dengan 2013. Diketahui bahwa jumlah penduduk di Sumatera Utara 
dalam kurun waktu pengamatan mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan 
jumlah angkatan kerja. Jika dilihat dari data pendapatan daerah yang dicerminkan dari nilai 
PDRB maka terjadi peningkatan pendapatan di Sumatera Utara, namun tidak terlalu besar. 
Sedangkan faktor lainnya yang diamati adalah jumlah kantor cabang bank yang beroperasi di 
Sumatera Utara dalam kurun waktu studi diperoleh data bahwa terjadi peningkatan yang cukup 
signifikan atas jumlah kantor cabang perbankan yang beroperasi di Sumatera Utara. Ini artinya 
dari segi faktor jumlah penduduk, pendapatan dan kantor cabang di Sumatera Utara telah cukup 
mendukung atas penerapan dan pelaksanaan yang lebih baik terhadap keuangan inklusif di 
Sumatera Utara. 
Kata kunci: keuangan inklusif; angkatan kerja; produk domestik regional bruto; layanan 
perbankan 
Klasifikasi JEL: G32 
 
PENDAHULUAN 
Perkembangan perekonomian suatu 
negara akan dipengaruhi beberapa faktor, baik 
yang berasal dari dalam negeri maupun faktor 
yang berasal dari luar negeri. Salah satu faktor 
yang mempengaruhi perkembangan perekono-
mian tersebut adalah perkembangan keuangan. 
Ketika keuangan suatu negara berkembang 
maka akan berdampak positif terhadap 
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peningkatan perekonomian. Dalam hal pengem-
bangan jasa keuangan, Bank Indonesia, Kemente-
rian Keuangan dan OJK mempunyai peran 
penting terhadap pelaksanaan dan pengawasan 
regulasi sektor keuangan di Indonesia. Bahkan 
ketiga institusi tersebut telah memiliki suatu 
suara terkait dengan sinergi peran jasa keuangan 
dan pengentasan kemiskinan. Perluasan peng-
gunaan jasa keuangan diyakini berpengaruh 
terhadap penurunan tingkat kemiskinan di 
suatu daerah. Dengan meningkatnya keterlibatan 
seluruh lapisan masyarakat terhadap jasa 
keuangan maka tingkat kemiskinan akan menu-
run dan peningkatan keuangan akan terjadi, 
pada akhirnya akan bermuara pada perkem-
bangan perekonomian suatu daerah/negara. 
Kemiskinan salah satunya disebabkan oleh 
terjadinya kesenjangan pendapatan di masya-
rakat. Negara anggota G20, OECD, the World 
Bank, IMF, ADB, dan Asean telah sepakat bahwa 
perlu diberi perhatian penuh terhadap kesen-
jangan pendapatan masyarakat untuk pengen-
tasan kemiskinan. Pada tahun 2012, Indonesia 
telah sepakat bersama institusi tersebut untuk 
meluncurkan strategi nasional keuangan inklusif 
yang akan menjadi acuan dalam strategi 
pengentasan kemiskinan di Indonesia. Keuang-
an inklusif pada dasarnya merupakan upaya 
yang disusun secara bersama yang bertujuan 
meniadakan bentuk hambatan terhadap akses 
mayarakat dalam memanfaatkan layanan jasa 
keuangan dengan biaya terjangkau. Bank 
Indonesia telah menyampaikan enam pilar yang 
menjadi dasar pelaksanaan keuangan inklusif 
di Indonesia. Keenam pilar tersebut meliputi: 
Edukasi Keuangan, Fasilitas Keuangan Publik, 
Pemetaan informasi keuangan, kebijakan/ 
peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan 
distribusi, dan perlindungan konsumen. 
Beberapa studi pernah dilakukan terkait 
dengan penerapan keuangan inkusif di dunia 
khususnya di Asia. Berdasarkan studi yang telah 
dilakukan oleh Ummah (2013) dikatakan bahwa 
diantara negara-negara di Asia maka Jepang 
dan Kores Selatan merupakan negara dengan 
nilai indeks inklusif tertinggi dibandingkan 
dengan negara-negara lain di Asia. Jepang 
memiliki nilai indeks inklusif sebesar 0,9 dan 
Korea Selatan memiliki nilai indeks inklusif 
sebesar 0,5. Ini artinya bahwa hanya ke dua 
negara tersebut yang relatif merata dalam hal 
akses dan pelayanan keuangan yang lebih baik. 
Studi yang dilakukan Ummah dalam kurun 
waktu tahun 2004 sampai tahun 2011. Tidak 
dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa 
faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan 
penerapan kebijakan keuangan inklusif maupun 
kemundurannya, salah satunya seperti yang 
pernah disampaikan Setiawan, bahwa perilaku 
personal dapat menjadi faktor seseorang dalam 
menggunakan jasa perbankan. 
Provinsi Sumatera Utara termasuk pada 
provinsi yang mengalami tingkat perkembangan 
perekonomian yang cukup baik jika dibanding-
kan dengan beberapa provinsi di Indonesia. 
Tercatat bahwa ibukota provinsi Sumatera Utara 
merupakan termasuk kota besar yang berpenga-
ruh terhadap perekonomian di Indonesia. Namun 
berdasarkan data yang disampaikan oleh Bank 
Indonesia, Sumatera Utara masih dalam kategori 
underbanked. Sumatera Utara walaupun termasuk 
provinsi yang memilki potensi sumber daya 
ekonomi yang cukup baik namun dalam hal 
penggunaan jasa keuangan perbankan masih 
dalam kategori rendah. Ini dapat menjadi 
indikasi bahwa pemerataan perekonomian di 
Provinsi Sumatera Utara belum merata, dan 
pengetahuan mengenai jasa perbankan juga 
belum terserap di seluruh pelosok negeri. 
Studi ini menggambarkan beberapa faktor 
yang dapat dipertimbangkan dalam penerapan 
kebijakan keuangan inkusif di Sumatera Utara. 
Faktor yang diuraikan dalam studi ini adalah: 
jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja, 
jumlah kantor cabang bank, dan pendapatan 
daerah (PDRB) selama kurun waktu 2010 
hingga 2013. 
Konsep Inklusif Keuangan. Konsep inklusi 
keuangan mucul setelah adanya konsep eksklusi 
keuangan. Berbagai peneliti mendefinisikan 
inklusi keuangan sebagai kebalikan dari eks-
klusi keuangan. Sarma (2012) mendefinisikan 
inklusi keuangan sebagai sebuah proses yang 
menjamin kemudahan dalam akses, ketersedia-
an, dan manfaat dari sistem keuangan formal 
bagi seluruh pelaku ekonomi. 
Bank Indonesia (2013) mendefinisikan 
keuangan inklusi (financial inclusion) sebagai 
seluruh upaya yang bertujuan meniadakan 
segala bentuk hambatan yang bersifat harga 
maupun non harga, terhadap akses masyarakat 
dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. 
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Indikator yang dapat dijadikan ukuran dari 
keuangan yang inklusif sebuah negara adalah 
ketersediaan/akses untuk mengukur kemam-
puan penggunaan jasa keuangan formal dalam 
hal keterjangkauan fisik dan harga, pengguna-
an untuk mengukur kemampuan penggunaan 
aktual produk dan jasa keuangan (antara lain 
keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan), 
kualitas untuk mengukur apakah atribut produk 
dan jasa keuangan telah memenuhi kebutan 
pelanggan, dan kesejahteraan untuk mengukur 
dampak layanan keuangan terhadap tingkat 
kehidupan pengguna jasa.  
Beck et al. (2007) menyatakan bahwa konsep 
akses jasa keuangan dengan penggunaan jasa 
keuangan adalah konsep yang berbeda. Pelaku 
ekonomi mungkin memiliki akses terhadap jasa 
keuangan tetapi tidak ingin menggunakannya. 
Hal ini dapat disebabkan alasan sosial budaya 
ataupun biaya imbangan yang terlalu tinggi 
untuk menggunakan jasa keuangan. Oleh karena 
itu, Beck et al. membedakan kedua konsep terkait 
jangkauan sektor keuangan, yaitu (i) adanya 
akses dan kemungkinan dalam menggunakan 
jasa keuangan, dan (ii) penggunaan jasa keuangan 
aktual artinya yang benar-benar menggunakan 
jasa keuangan. Adanya akses dan kemungkinan 
dalam menggunakan jasa keuangan di suatu 
daerah diukur dengan jumlah outlet/kantor 
cabang perbankan dan ATM yang ada di daerah 
tersebut. Semakin tinggi intensitas outlet/kantor 
cabang bank dan ATM maka semakin tinggi 
pula kemungkinan dalam mengakses dan 
kesempatan dalam menggunakan jasa keuangan. 
Sedangkan konsep kedua diukur dengan jumlah 
rekening kredit dan deposit serta rata-rata kredit 
dan deposit per GDP per kapita. Tingginya ke-
pemilikan rekening kredit dan deposit menun-
jukkan tingginya penggunaan jasa keuangan.  
 Demirguc-Kunt A et al. (2008) menjelaskan 
lebih terperinci terkait perbedaan akses terha-
dap jasa keuangan dengan penggunaan jasa 
keuangan. Akses ditujukan untuk penawaran 
sedangkan penggunaan jasa keuangan ditentu-
kan baik oleh penawaran maupun permintaan. 
Walaupun seseorang berpendapatan tinggi 
memiliki akses terhadap jasa keuangan, ada 
kemungkinan saja ia tidak tertarik untuk meng-
gunakan jasa tersebut. Begitu pula dengan 
nasabah, baik individu maupun perusahaan, 
belum tentu mau meminjam uang meskipun 
ditawari dengan suku bunga yang rendah.  
Index of Financial Inclusion (IFI). Beberapa 
peneliti mengukur inklusi keuangan dengan 
menghitung proporsi dari populasi dewasa 
atau rumah tangga yang memiliki akses terha-
dap jasa keuangan formal. Studi yang lain 
membedakan konsep akses jasa keuangan 
dengan penggunaan jasa keuangan. Akses jasa 
keuangan dapat diukur dengan jumlah kantor 
perbankan dan jumlah ATM yang tersebar pada 
suatu wilayah, penggunaan jasa keuangan 
diukur dengan jumlah deposit serta kredit yang 
dilemparkan/disalurkan (World Bank 2008). 
Sarma et.al. (2011) merangkum itu semua dalam 
satu konsep yaitu Indeks Inklusi Keuangan 
(Index of Financial Inclusion). Indeks ini sendiri 
digunakan untuk mengukur keinklusifan sistem 
keuangan di suatu negara. Perhitungan IFI yang 
dikembangkan oleh Sarma terbagi atas tiga 
dimensi yaitu: 
1) Penetrasi Perbankan. Penetrasi perbankan 
adalah indikator utama dalam inklusif keuangan. 
Semakin banyak penggunanya maka semakin 
baik, karena itu sistem keuangan diharapkan 
dapat menjangkau secara luas di antara peng-
gunanya. Salah satu indikator penetrasi perban-
kan adalah proporsi populasi yang memiliki 
rekening dibank.  
2) Ketersediaan jasa keuangan.  Jasa keuangan 
harus tersedia bagi semua pengguna, dalam 
suatu sistem keuangan yang inklusif. Ukuran 
ketersediaan ini adalah jumlah outlet (kantor 
cabang, ATM, dan lain lain). Ketersediaan jasa 
dapat dilihat dari jumlah cabang lembaga 
keuangan atau jumlah ATM (Automatic Teller 
Machine). Tidak bisa dipungkiri ATM memiliki 
peranan yang sangat penting bagi jasa perban-
kan dalam melayani kebutuhan masyarakat. 
Kemudahan dalam mengambil tunai, penyetoran 
tunai serta digunakan untuk pembayaran mem-
buat ATM menjadi kebutuhan mutlak bagi 
masyarakat. Dengan adanya kantor cabang dan 
ATM, masyarakat akan semakin mudah men-
jangkau jasa keuangan.  
3) Penggunaan jasa perbankan. Banyak alasan 
mengapa sekelompok orang masih belum 
memanfaatkan keberadaan jasa keuangan 
meskipun mereka memiliki akses terhadap jasa 
keuangan. Di antaranya, jauhnya outlet bank 
dari tempat kediaman atau aktivitas sehari-hari, 
pengalaman buruk yang melibatkan penyedia 
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jasa. Oleh sebab itu, memiliki rekening tidak 
cukup untuk menunjukkan sistem keuangan 
yang inklusif, namun masyarakat juga bisa 
menggunakannya. Kegunaan tersebut di antara-
nya dapat dalam bentuk kredit, deposit, pem-
bayaran, remitansi, dan transfer. 
Berbagai studi tentang literasi keuangan 
telah dilakukan di beberapa negara. Wachira 
dan Kihiu (2012) telah melakukan studi tentang 
pengaruh literasi keuangan terhadap akses jasa 
keuangan di Kenya pada tahun 2009, ternyata 
akses terhadap jasa keuangan tidak hanya 
dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan tetapi 
lebih besar dipengaruhi oleh tingkat penda-
patan, jarak dari bank, usia, status perkawinan, 
jenis kelamin, ukuran rumah tangga, dan ting-
kat pendidikan.  
Adapun studi Beck et al. (2007) di 99 negara 
pada tahun 2003-2004 menunjukkan bahwa faktor 
yang menentukan jangkauan sektor keuangan 
sama dengan faktor yang menentukan keda-
laman sektor keuangan. Faktor-faktor tersebut 
adalah tingkat dari pembangunan yang diprok-
sikan dengan GDP per kapita, kualitas institusi 
yang diproksikan dengan governance index, serta 
infromasi kredit yang diproksikan dengan credit 
information index. 
 Van der Werff et al. (2013), dalam studinya 
di 31 negara OECD tahun 2011, menunjukkan 
bahwa faktor yang mempengaruhi proporsi 
populasi yang mengakses perbankan adalah 
ketimpangan pendapatan, jumlah ATM dan 
bank per 100.000 populasi, tingkat kepercayaan 
masyarakat terhadap institusi yang diproksikan 
dengan corruption index dan GNI per kapita. 
Inklusi keuangan juga dipengaruhi oleh per-
kembangan teknologi. 
 Andrianaivo dan Kpodar (2012) mengana-
lisis 44 negara di benua Afrika dengan menggu-
nakan data tahun 1988-2007 terkait hubungan 
telepon seluler, inklusi keuangan dan pertum-
buhan ekonomi. Hasil studi tersebut menje-
laskan bahwa pengembangan telepon seluler 
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 
di Afrika. Selain itu, inklusi keuangan yang 
diukur dengan jumlah tabungan dan pinjaman 
per kapita menjadi salah satu jalur transmisi 
dari perkembangan telepon seluler terhadap 
pertumbuhan.  
Peranan perbankan nasional perlu diting-
katkan sesuai fungsinya dalam menghimpun 
dan menyalurkan dana masyarakat dengan 
lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan 
sektor perekonomian nasional dengan prioritas 
kepada koperasi, pengusaha kecil dan mene-
ngah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa 
diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur 
perekonomian nasional. (Kasmir, 2004:417)  
Menurut Susilo (2002) Bank dalam sistem 
keuangan mempunyai peranan penting sebagai 
berikut: 1) Pengalihan Asset (Assets Transmu-
tation), 2) Transaksi (Transaction), Likuiditas 
(Liquidity), 3) Efisiensi (Eficiency) Selain peran 
dari perbankan diperlukan juga peran dari 
pemerintah yang dalam hal ini bertindak meng-
atur pemerataan pendapatan, stabilitas ekonomi 
serta mengeluarkan deregulasi di segala bidang, 
terutama yang berhubungan dengan perbankan 
dan perekonomian. Peran pemerintah dalam 
pemerataan pendapatan masyarakat sangat 
penting, karena dengan peningkatan pendapatan 
ini akan mendorong meningkatnya pola kon-
sumsi masyarakat dan juga tabungan masyara-
kat.  
Saat ini yang memiliki kesempatan untuk 
menabung dengan jumlah yang banyak adalah 
orang kaya, karena mereka memiliki pendapatan 
yang lebih yang tidak habis untuk dikonsumsi, 
sementara orang miskin sendiri tidak memiliki 
kesempatan untuk menabung, karena sebagian 
besar pendapatan mereka telah habis untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari.  
Pendapatan perkapita merupakan personal 
income di mana pendapatan yang diterima 
rumah tangga dan bisnis non perusahaan. Nilai-
nya diperoleh dengan membagi nilai Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu tahun 
tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun 
tersebut (Mankiw, 2003:10). Dengan adanya 
pendapatan perkapita suatu negara mengharap 
pembangunan ekonomi mengalami perkem-
bangan dari tahun ke tahun, karena pendapat-
an perkapita suatu negara dapat memban-
dingkan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta 
dapat membandingkan laju perkembangan 
ekonomi yang telah dicapai oleh negara dari 
masa ke masa 
Definisi Produk Domestik Regional Bruto 
adalah total nilai produksi barang dan jasa 
yang diproduksi di suatu wilayah (regional) 
tertentu dalam waktu tertentu biasanya dalam 
satu tahun. (Data: Badan Pusat Statistik). 
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 Menurut Anwar (1992) Produk Domestik 
Regional Bruto adalah sejumlah nilai tambah 
produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor 
atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan 
usahanya di suatu daerah atau regional tanpa 
memilih atas faktor produksi. Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai 
tambah atau jumlah nilai barang atau jasa akhir 
yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam 
suatu daerah pada satu tahun. Seperti yang 
telah kita ketahui bahwa pertumbuhan pendu-
duk justru mendorong usaha pertumbuhan 
ekonomi, sebab kalau tidak ada pertumbuhan 
ekonomi niscaya standar hidup manusia pasti 
semakin merosot.  
Jumlah penduduk adalah manusia dan 
bukan yang lainnya (misalnya: ternak, tumbuhan, 
dan sebagainya) yang melakukan produksi 
maupun konsumsi. Tampak jelas bahwa pen-
duduk merupakan faktor yang justru lebih 
serius di sektor pertanian dibanding sektor di 
luar pertanian. Seperti yang telah kita ketahui 
bahwa pertumbuhan penduduk justru mendo-
rong usaha pertumbuhan ekonomi, sebab kalau 
tidak ada pertumbuhan ekonomi niscaya standar 
hidup manusia pasti semakin merosot. (Supar-
moko, 1997:53) Penduduk dipandang sebagai 
nasabah yang akan melakukan kegiatan mena-
bung. Seperti yang diutarakan oleh Kasmir, 
bahwa dana terbesar sektor perbankan didomi-
nasi oleh dana pihak ketiga yaitu yang diperoleh 
dari masyarakat. (Kasmir, 2004:19). Makin banyak 
jumlah penduduk makin tinggi pula jumlah 
dana tabungan masyarakat yang dihimpun oleh 
sektor perbankan. 
METODE PENELITIAN 
Studi ini merupakan studi dengan analisis des-
kriptif, yang bertujuan memberikan gambaran 
tentang faktor-faktor yang dipilih yang memiliki 
gambaran terhadap penerapan keuangan inklusif. 
Studi ini dilakukan di Sumatera Utara mulai 
dari tahun 2010–2013. Variabel yang diamati 
atau diukur: jumlah penduduk, jumlah angkatan 
kerja, jumlah kantor cabang bank dan Produk 
Domestik Regional Bruto atas dasar harga 
konstan (PDRB). Jenis data yang digunakan 
dalam studi ini adalah data sekunder dengan 
jenis data runtun waktu (time series) tahunan 
yang bersumber dari Bank Indonesia dan Badan 
Pusat Statistik. Di samping itu untuk data 
pendukung lainnya diperoleh dari buku-buku, 
jurnal-jurnal, makalah, dan hasil studi. Jenis 
data yang digunakan dalam studi ini adalah 
data sekunder dengan jenis data runtun waktu 
(time series) tahunan mulai tahun 2010–2013, 
yang bersumber dari Bank Indonesia dan Badan 
Pusat Statistik. Di samping itu untuk data 
pendukung lainnya diperoleh dari buku-buku, 
jurnal-jurnal, makalah, dan hasil studi. Adapun 
jenis data yang dibutuhkan dalam studi ini 
adalah jumlah penduduk, jumlah angkatan 
kerja, jumlah kantor cabang bank, dan Produk 
Domestik Regional Bruto atas dasar harga 
konstan (PDRB ADHK). 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Faktor yang digunakan dalam studi ini meliputi 
Jumlah penduduk di SUMUT, jumlah angkatan 
kerja, jumlah kantor cabang, dan PDRB ADHK 
SUMUT. Tahun pengamatan yang dipilih adalah 
tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Pada tabel 1 
disajikan tabel data variabel penelitian. 
Potensi sumber daya untuk peningkatan 
perekonomian suatu daerah salah satunya 
adalah penduduk, khususnya penduduk pro-
duktif. Peningakatan jumlah penduduk pro-
duktif dapat menstimulus peningkatan roda 
perekonomian. Hal ini dikarenakan penduduk-
lah yang melakukan kegiatan ekonomi seperti 
produksi dan konsumsi. Dalam tabel 2 disaji-
kan olah data deskriptif jumlah penduduk dan 
Tabel 1. Variabel penelitian, tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013* 
Variabel 2010 2011 2012 2013* 
Jumlah Angkatan Kerja (>15thn) SUMUT (jiwa)  6.617.377   6.314.239   6.131.664   6.311.762  
Jumlah Penduduk SUMUT (jiwa)  12.982.204   13.103.596   13.215.401   13.326.307  
Jumlah Kantor Cabang Bank di SUMUT   174    178    192    199  
PDRB ADHK SUMUT (miliar rupiah)  118.640,90   126.587,62   134.461,50   142.537,12  
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jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera 
Utara. 
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa 
dalam kurun waktu dari tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2013, jumlah penduduk di Suma-
tera Utara mengalami peningkatan sebesar 
344.103 jiwa, atau sebesar 2,58 persen. Ini meru-
pakan potensi yang dimiliki untuk merespon 
dan menjalankan kebijakan ekonomi dan roda 
perekonomian di Sumatera Utara. Jumlah pen-
duduk terbesar terjadi pada tahun 2013. Namun 
tidak keseluruhan jumlah penduduk tersebut 
yang memilki peran aktif dalam mendukung 
roda perekonomian khususnya dalam mensuk-
seskan program inklusif keuangan. Hanya pen-
duduk yang masuk dalam kategori produktif 
saja yang digolongkan sebagai sumber daya 
manusia yang mendukung keuangan inklusif, 
yaitu di atas umur 15 tahun sampai umur 55 
tahun.  
Berdasarkan data yang disajikan di atas 
diketahui bahwa jumlah angkatan kerja meng-
alami penurunan dari tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2013. Jumlah angkatan kerja ter-
tinggi terjadi tahun 2010 sebesar 6.617.377 jiwa 
dan jumlah angkatan kerja terendah justru 
terjadi pada tahun 2012 sebesar 6.131.664 jiwa. 
Berikut ini akan disajikan grafik perubahan 
Jumlah Penduduk dan Jumlah angkatan kerja 
yang terjadi diu Sumatera Utara selama kurun 
waktu 2010 sampai dengan tahun 2013. 
Penurunan jumlah angkatan kerja yang 
terjadi di Sumatera Utara dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya perpindahan pen-
duduk angkatan kerja yang awalnya berdomisili 
di Sumatera Utara ke kota yang menawarkan 
pekerjaan lebih baik atau lebih sesuai, perni-
kahan, dan rendahnya penawaran kerja yang 




Gambar 1. Jumlah Penduduk SUMUT (jiwa) 
periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 
 
 
Gambar 2. Jumlah Angkatan Kerja (>15thn) 
SUMUT (jiwa) 
 
Tidak dapat dipungkiri bahwa penawaran 
lapangan pekerjaan masih terpusat pada kota-
kota tertentu, tidak merata di seluruh kota di 
Sumatera Utara. Hal ini nantinya akan berpe-
ngaruh terhadap terjadinya kesenjangan penda-
patan yang terjadi di Sumatera Utara. Kesen-
jangan pendapatan dapat menjadi indikator 
terjadinya kesenjangan penerapan kebijakan 
keuangan inklusif yang telah dirumuskan oleh 
pemerintah. Berikut ini akan disajikan perban-
Tabel 2. Jumlah penduduk SUMUT (jiwa) dan jumlah angkatan kerja (>15thn) SUMUT (jiwa) 









 6.617.377   6.314.239   6.131.664   6.311.762   6.343.761  6.617.377  6.131.664  
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dingan Jumlah Angkatan Kerja dengan Penda-
patan di Sumatera Utara. 
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel di 
atas dapat dilihat bahwa PDRB ADHK di 
Sumatera Utara terus mengalami peningkatan, 
dengan rata-rata PDRB ADHK sebesar 
130.556,79 miliar rupiah. Nilai PDRB ADHK 
terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 
118.640,90 miliar rupiah, dan nilai PDRB ADHK 
tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 
142.537,12 miliar rupiah. Peningkatan PDRB 
ADHK yang terjadi di Sumatera Utara selama 
kurun waktu 2010 sampai dengan 2013 adalah 
sebesar 16,76 persen. 
Berikut ini grafik yang menggambarkan 




Gambar 3. PDRB ADHK SUMUT (miliar rupiah) 
tahun 2010 sampai dengan 2013 
 
Peningkatan PDRB ADHK yang terjadi di 
Sumatera Utara menjadi ukuran bahwa terjadi 
peningkatan perekonomian di Sumatera Utara 
dan peningkatan peran masyarakat terhadap 
produksi dan konsumsi. Penurunan angkatan 
kerja yang tersedia di Sumatera Utara sebesar 
4,84 persen ternyata tidak menyebabkan penu-
runan jumlah pendapatan masyarakat. Ini bisa 
menjadi indikasi bahwa mungkin terdapat 
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang 
terjadi di Sumatera Utara, atau terjadi pening-
katan lapangan pekerjaan yang lebih baik dari 
tahun ke tahun. Memang perlu studi lebih 
lanjut untuk menyimpulkan fenomena tersebut. 
Namun dari penjelasan di atas dapat kita 
katakan bahwa tersedianya jumlah penduduk 
produktif dan peningkatan pendapatan daerah 
di Sumatera Utara dapat menjadi stimulus 
penerapan enam pilar kebijakan keuangan 
inklusif di Sumatera utara. Berdasarkan infor-
masi data yang pernah disampaikan oleh Bank 
Indonesia pada Evolusi Kerangka Kebijakan 
Financial Inclusion pada tahun 2013 dapat 
dilihat bahwa Provinsi Sumatera Utara masih 
dalam kategori underbanked. Ini artinya walau-
pun dari tahun 2010 sampai dengan 2013, 
pendapatan daerah di Sumatera Utara meng-
alami peningkatan namun peran masyarakat 
terhadap pemakaina jasa keuangan perbankan 
masih relatif kecil. Hal ini bisa menjadi indikasi 
bahwa: masih banyak informasi keuangan yang 
belum terserap secara merata, jika pun pene-
trasi keuangan telah dilakukan namun belum 
menyeluruh dan tersebar secara luas, ini juga 
bisa menjadi indikasi bahwa kepercayaan 
masyarakat terhadap perbankan masih rendah. 
Sebagai acuan lain berikut ini akan disajikan 
data perkembangan perbankan di Sumatera 
Utara terutama perkembangan kantor cabang 
bank-bank nasional yang ada di Sumatera Utara. 
Dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 
tahun 2013, jumlah kantor cabang Bank di 
Sumatera Utara mengalami peningkatan sekitar 
12,56%. Tahun 2013 jumlah kantor cabang yang 
telah dibuka di Sumatera Utara sebesar 199 
Tabel 3. Jumlah angkatan kerja (>15thn) SUMUT (jiwa) dan PDRB ADHK SUMUT (miliar rupiah)  
 tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 








 18,640.90   126,587.62   134,461.50   142,537.12   130,556.79   142,537.12   118,640.90  
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kantor. Peningkatan pembukaan kantor cabang 
ini konsisten terus mengalami peningkatan dari 




Gambar 4. Jumlah Kantor Cabang Bank di SUMUT 
periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 
 
Ini menjadi indikasi bahwa perkembangan 
perbankan di Sumatera Utara cukup baik. Ini 
bisa juga dikatakan bahwa faktor yang mendu-
kung penerapan suksesnya kebijakan keuangan 
inklusif di Sumatera Utara telah tersedia. 
Hanya perlu pengamatan dan studi lebih lanjut 
seberapa luas penyebaran penggunaan jasa 
keuangan perbankan. Perlu diteliti lebih lanjut 
tentunya tentang efektif tidaknya penetrasi 
yang telah dilakukan masing-masing bank, BI 
dan OJK di wilayah-wilayah pelosok di 
Sumatera Utara. 
SIMPULAN 
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui 
bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak 
mencerminkan jumlah angkatan kerja yang 
berperan dalam perekonomian suatu daerah. 
Peningkatan jumlah pendapatan di Sumatera 
Utara selama kurun waktu 2010 sampai dengan 
tahun 2013 mengalami peningkatan. Demikian 
pula dengan jumlah pembukaan kantor cabang 
bank yang beroperasi di Sumatera utara. Ini 
menjadi indikasi bahwa beberapa faktor yang 
dapat mendukung penerapan enam pilar kebi-
jakan pelaksanaan keuangan inklusif dapat ter-
laksana. Namun perlu dilakukan studi lebih 
lanjut untuk lebih mendalami lagi masing- 
masing pilar keuangan inklusif Indonesia. 
Berdasarkan simpulan di atas, maka perlu 
dilakukan studi lebih lanjut terhadap kesiapan 
penerapan enam pilar kebijakan keuangan 
inklusif di Sumatera Utara. Terutama terkait 
dengan efektivitas pelaksanaan penetrasi terkait 
pemahaman jasa keuangan perbankan hingga 
ke pelosok-pelosok daerah di Sumatera Utara. 
Karena terdapat indikasi ketidakmerataan 
penggunaan informasi dan jasa keuangan 
sampai pada pelosok-pelosok daerah yang ter-
dapat di Sumatera Utara. 
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